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Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti
sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. pelita itu di dalam kaca (dan)
kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari
pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan
tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) Hampir-hampir menerangi, walaupun tidak
disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa
yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah

Maha mengetahui segala sesuatu [ QS An Nur: 35]
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ABSTRAKSI

Penelitian ini bermaksud mengetahui partisipasigBers Pusat Muslimat
NU periode 2006-2011. Sebagaimana diketahui bahwaerd reformasi,
kemunculan partai politik bak cendawan di musimahulyang menawarkan
sensualitas agar layak pilih. Hal ini tidak mengiman mengingat Muslimat NU
dengan basis massa yang besar, merupakan primddpeatas pendulang suara.
Sejauhmana daya tahan Muslimat NU dalam menghdudegat politik tersebut,
adakah kontribusi yang signifikan atas keterlibakadernya di wilayah politik
bagi Muslimat NU.

Dengan permasalahan penelitian tersebut, maka akgunkerangka teori;
pertama,Muslimat NU sebagai bagian dari gerakan sosiatafeformal gerakan
sosial didefininisikan sebagai suatu kolektivitasiy melakukan kegiatan dengan
kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atamolak perubahan yang
terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang memc&kiektifitas itu sendiri.
Gerakan sosial lahir pada mulanya sebagai suatumielk orang yang tidak puas
terhadap keadaaiedua partisipasi politik pengurus pusat Muslimat NUagai
inividu. Individu yang terlibat sebagai pengurugada Pimpinan Pusat Muslimat
NU. Pimpinan pusat Muslimat NU merupakan pemegaabij&kan tertinggi
dalam organisasi dan penanggungjawab pelaksanatusapu kongres dan
partisipasi politik merupakan kegiatan warga neggemg bertujuan untuk
mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologtifbaengan metode
institusional dan behavioral. Penelitian ini besipenelitian deskriptif. Untuk
menganalisis data yang sudah terkumpul dalam gimeliini, penulis
menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulata ¢ang dipergunakan
dalam penelitian ini meliputi; interview bebas fempin, observasi, telaah
dokumenter, dan telaah kepustakaan.

Sebagai organisasi masyarakat perempuan yang mergddn otonom
resmi Nahdlatul Ulama, Muslimat NU bisa dikatakaemiliki jumlah anggota
terbesar untuk organisasi perempuan. Hal ini teafa sangat menggiurkan bagi
para politisi untuk mengeksploitasi Muslimat NU deamemenangkan Pemilihan
Umum. Namun sebagai organisasi yang bukan bemildts, tentu saja penetrasi
yang dilakukan tidak secara langsung terhadap @asinnamun melalui individu
kadernya.

Muslimat NU merupakan organisasi masyarakat yanggkiaisuskan diri
pada para perempuan. Organisasi ini memang orgampiseempuannya Nahdlatul
Ulama. Selain Muslimat NU, Nahdlatul Ulama sendmemliliki badan otonom
lain seperti; Fatayat NU yang merupakan organigasiudi NU, Gerakan Pemuda
(GP) Ansor organisasi bagi pemuda NU, Ikatan PNaadlatul Ulama (IPNU)
dan lkatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) yamgerupakan wadah
perjuangan putra-putri NU.

Hasil penelitian ini memperlihatkan berupa temuahvi|a, meski secara
organisatoris menyatakan tidak terlibat dalam golgraktis, namun Pengurus
Pusat Muslimat NU mempersilahkan para kadernyakutgiibat dalam wilayah
politik, bahkan mendapat dukungan penuh. Hal imhideemajuan Muslimat NU
itu sendiri dan kalangan perempuan Indonesia.
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Lahirnya reformasi 1998 juga berpengaruh besaratigh sikap politik
Muslimat NU. Iklim demokrasi yang memungkinkan pdasi kekuasaan lewat
system yang multi partai, serta lahirnya Partaiakejitan Bangsa (PKB) yang
notabene dari rahim Nahdlatul Ulama, membuat stéwalimat NU tidak lagi
terkonsentrasi pada Partai Persatuan PembanguR&), (fang lahir semasa Orde
Baru sebagai fusi atas partai-partai dan golongabasis massa Islam.

Hal tersebut mau tidak mau membuat terjadi friksntern Muslimat NU.
Meski berhasil diatasi dengan membebaskan kademtygk menentukan pilihan,
namun pertarungan bergeser kepada afiliasi paotdikpdi Muslimat NU. Dengan
kata lain, pertarungan yang sesungguhnya justjadiedi intern Muslimat NU
sendiri ketika terjadi proses pemilihan pengurussgaerti pemilihan ketua umum
yang tidak jarang disponsori oleh partai tempat&eung sang kandidat.

Untungnya darah dan karakter politisi nampaknya gaknderas dalam
para pengurusnya, sehingga sekeras apapun persayagg terjadi, toh tidak
membuat retak hubungan antar individunya. Sebadikdgngan tegas Pengurus
Pusat Muslimat NU menyatakan mendukung para kadeyagg berkiprah dalam
ranah politik.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tésisbersumber dari
pedoman transliterasi keputusan bersama MenterimagdRl dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Rl No. 158/1987 dan ©B848/987, tanggal 22

Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< ba’ B Be

< ta’ T Te

& Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

z ha’ H ha (dengan titik di bawa

z kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
B ra’ R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Ec

o Syin Sy esdany
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
b ta’ T te (dengan titik di bawah)
L za’ z zet(dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ‘ koma terbalik

¢ Gain G Ge

s fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

J Nun N En

E) WawL W We

3 ha’ H Ha

s Hamzah ) apostrof (tetapi tidak

dilambangkan apabila terletak
di awal kata)
¢ ya’ Y Ye




Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Bac ditulis ‘iddah
Ta’' Marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h
A ditulis Hibah
Lo ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kattalkirab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, sédagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandangl™ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

REPVEVH

ditulis

kaamah al-auliy

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fatkakrah atau dammabh ditulis

t.

hdll 515 ditulis zalkatul fitri
Vokal Pendek
Tanda Nama Huruf latin Nama
............ Fathah Ditulis A
____________ Kasrah Ditulis |
____________ dammah Ditulis U




Contoh :

<€ - kataba yazhabu ——ad

Juws - suila zukira  —_%3

Vokal Panjang

Fathah + ali Ditulis A
lals Ditulis Jahiliyyah
Fathah + ya’ mati Ditulis A
(Pt Ditulis yasa
Kasrah + ya' mati Ditulis I
Al s Ditulis Karm
Dammah + wawu mati Ditulis U
Uyt Ditulis Furad

Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati Ditulis Al
alin Ditulis Bainakum
Fathah + wawu mati Ditulis Au

-

Jst Ditulis Qaulun

Xi



KATAPENGANTAR

Alhamdulillah berkat anugerah Allah SWT, penulisabimenyelesaikan
tesis yang berjudul KONTESTASI KADER MUSLIMAT NU DAAM DOMAIN
POLITIK (Studi atas Partisipasi Politik Pengurus Pusat Niusit NU Periode

2006-2011).

Selesainya tesis ini tidak terlepas dari peran ghmisipasi dari berbagai
pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hatijlgemengucapkan terimakasih

kepada:

1. Prof. Dr. H. Musya Asy ari selaku Rektor UIN Suri€alijaga

2. Prof.Dr. H. Khoiruddin, MA selaku Direktur Prografascasarjana UIN
Sunan Kalijaga

3. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arif, M.A selaku Ketua Pradukum Islam pada
Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

4. Dr. Ahmad Yani Anshari, M. A selaku dosen Pembirglilan penguji tesis.

5. Dr. H. A. Malik Madaniy, M.A. selaku penguji tesis

6. Civitas akademika Program Pascasarjana UIN Sunijaga

7. Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama dan PesgGabang Muslimat
NU Kabupaten Cirebon

8. Keluargaku: Drs. H. Badawi Muh. Mura’i, M.Ag dan. Ajam Amiyati, S.Pd.l.
Adik-adikku: Zuhuruz Zargo’, S.Fil.l, Ifta Ainun Na, S.Pt, Dliya Nahdlatina

dan Girda Rina Megadwita.

Xii



9. Noval Maliki, 13 Ksatria SPPI angkatan 2006-2007: Azani, Dedé&ii@,
Ludi, Muhatarom, Mukhlis, Najam, Pitriyah, Rahm&idwan, Samad dan
Zuhri, Para Pendekar Asshaf, pegiat INFEST, akiRIK, Tim Gorontalo-
SPKP 2009-PSKK UGM, Tim Bantaeng (Sul-Sel) dan waleMandar (Sul-
Bar) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Survey Mé&ten, Rembang Survei
Midline PPAUD Kemendiknas, sahabatku Lilin Sukmjaea dan semua

pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis in

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak sempurngykuitu saran dan usulan
akan sangat berharga demi perbaikan tesis ini. liSdkgi penulis
menghaturkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 November 2010

Penulis

Hilyatul Auliya, S. Th.l

xiii



DAFTAR IS

HALAMAN JUDUL.....ccoiiiiiiieieie et e e e e e s eeaaae e e e e i
PERNYATAAN KEASLIAN. ....ootiiiiiiie e mrer et e e e e e e e i
PENGESAHAN DIREKTURL......uuttiiiiiiiiieeeesimeriiee e il
PERSETUJUAN TIM PENGUJL.......oiiiiiiiiiiieiee e iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.......ccciiiiiieiiiiitr et ee e eeinreae e e e Y
1Y, 2 I 1 TSP Vi
ABSTRAK e e vii
PEDOMAN TRANSLITERASI . ...coiiiiiiieiiiiicitt e iX
KATA PENGANTAR. ..ottt ettt e e e e e e st ae e aa e e e e e Xii
DAFTAR ISI ettt e e st e e e e e e e e e nannneas Xiv
BAB | PENDAHULUAN. ...ttt 1
A. Latar belakang Masalah...................oommmmmeeeveveeninnninnnn. 1
B. Rumusan Masalah............cccouiiiiiiiiemmeeee e 6
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian..........commoeeeeeeeeeeeeeeenen 1
D.Tela'ah PUSTAKA. .......cuieiiiiiiiiiiiit e et ee e eeee s 7
E. Kerangka teO0N.........uuuuuuuiiiiici s emmmmm e 9
F. Metodologi Penelitan.............ccooeiiiimmmmmmiiiiiiei e, 16
G. Sistematika Pembahasan.............c.oovueeeeeeeeiiiiiciiiiiiccee, 20
BAB Il AKAR HISTORIS DAN WATAK MUSLIMAT NU........ .eeeeee. 22
A.Akar hitoris Muslimat NU..........ccccoooiiiiiiiiin e, 22
1. Melacak Jejak Masuknya Islam ke Indonesia.. .w....... 22
2. Terbentuknya Nahdlatul Ulama................ccceeemiiiiiininnee. 31
3. Lahirnya Muslimat NU...........cccoooiiiiiiiimmeiice e 44
B.Watak Ideologis Muslimat NU ..............cccccmnniiiiiiiiiieeeeen 55
1. Ahlusunnah Wal jama’ah.............ccccevvvviemmmemecececeeeee e 55
2. Figih dan tradisi Madzhab.............ccccooieeeieiiiiiiiiiieees 60
3. TASAWUT...ceiiiiii ittt 66
BAB Il POTRET GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN..........c. vevvveeeenn, 69
A. Demokrasi dan Gerakan Sosial...............commmmeeeeeeeeeeeeenee... 69
L.DEMOKIASI....cceiiiieiii e e e e e e e e e aeaes 69
2.Teori Gerakan SOSIAl..........cuiieeeiiicommmmr e e 78
3.Jenis-jenis Gerakan Sosial ............cccvee i iiiiiiii 86
a. Pendekatan Teori Marxis dan Teori Neo-Marxisme.....90

b. Pendekatan Interaksionisme............cccoeevin..91
c. Pendekatan Fungsional Struktural...........................91
d. Teori Gerakan Sosialbaru............cocveveiiiiene.....93

Xiv



e. Teori Mobilisasi Sumber Daya................................96

B. Gerakan Sosial Keagamaan .............cccceeeeeeeeeeeeeieieeeieiininns 98
1.Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia.....o.......... 98
2.Tipologi Gerakan Keagamaan.............ccccceeeeeeeeeniiininnnn 102

C.Gerakan sosial Perempuan...........cccccooivereieieiiiiiieieneenn. 103

1.Gerakan sosial perempuan di Indonesia........................ 103
2.Gerakan Sosial Muslimat NU...................coceeeeenl 107

a. Bidang Organisasi............ccccccevviiiiiieeieeee e 111
b. Bidang Pendidikan dan Kaderisasi............cccccccece...... 111
c. Bidang Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup........... 112
d. Bidang Kesehatan dan Kependudukan..........cccceeee.... 113
e. Bidang Penerangan dan Dakwanh...............ccccccuvnnnnn. 114
f. Bidang Tenaga Kerja.............uvvvvvviviiiimmmmemneeeeeeeeeeeeeeenn, 115
g. Ekonomi Koperasi dan Agrobisnis...........ccccceeeeiiieennnn. 116

h. Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Komunikasi
dan INfOrMAaSI........ccoooiiiiiii e e 117
i. Bidang Hukum dan AdvoKasi.............ccccuvmmmmeerieeeennnnn. 118
j. Bidang Hubungan Luar Negeri 119
BAB IV PARTISIPASI POLITIK MUSLIMAT NU....ccccccet viiiviiiiiiee 121
A. Partisipasi Politik.. e e 121
1. Pengertian Part|S|paS| PoI|t|k ..................................... 121
2. Tipologi Partisipasi politiK.............ccccoviiiii i, 126
B. Partisipasi politik perempuan.. e 134
C. Partisipasi Politik Muslimat NU dalam Llntasan Sa}a ....... 139
1 Masa Kolonial Belanda...........cccooeeieiiieeemeeeiiiiiiiiiiiiiennnnns 141
2 Masa Penjajahan Jepang.........cccceeeeeeiimmmmunnreenenennnnnnnnns 143
3 Masa Kemerdekaan............cccuueeeeiieiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e 147
4 Pasca Kemerdekaan..........ccccccoiiiiiiiceeeeeee e 150
5 Masa Orde Baru.........cccceeeeeeeeiieie e 152
6 Masa Reformasi.......cccceeeviviieiiiiiiiiiiieeeeeee e 154
D. Partisipasi Politik Muslimat NU................ooiii e, 158
1. Muslimat NU dan Partai Politik.. ......158

2. Partisipasi Politik Pengurus Pusat Musllmat NU Rw

2006-2011...ceeeiiee 167
BAB Y PENUTUP . ... e e e e e 177

A.Kesimpulan............ccocoo i ATT
B.Saran-saran...........c.ooiiiiiiiiiii e e AT9
DAFTAR PUST AKA . ettt e e e e eeaaas 181
LAMPIRAN-LAMPIRAN. . ..ottt e e e e e enaas 192

XV



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan perempuan dalam dunia yang patriarkinerupakan
perjuangan yang sangat melelahkan dan Beranitasi atas gerak perempuan
terjadi dalam berbagai lini, baik di ruang privatlébih di ruang publik. Begitu
tendensiusnya hegemoni kaum laki-laki terhadappné¢asi teks suci secara tidak
langsung melahirkan kebijakan yang cenderung diskatif terhadap
perempuan.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran kaum perempoaka protes
terhadap dominasi kaum laki-laki pun menguat. Wackesetaraan genderpun
diusung kaum pasangan Adam ini, sebagai protesragagnalisasi eksistensi
mereka. Laksana semak yang terbakar api, gelombesaglaran ini pun menjalar
secara cepat ke pelosok penjuru dunia, sebuah wagang misi utamanya
menempatkan kaum perempuan sebagai mitra sejdjataka dalam wilayah

sosial.

! Marjinalisasi perempuan dalam peradaban kuno dapat tepitts peradaban Cina,
India, Babylonia, Siria, Persia, Romawi, Yunani dan iMe¥ondisi perempuan yang
memprihatinkan juga biasanya disebabkan oleh penyimpandam dgama. Lihat, Fatimah
Umar Nasif, Menggungat Sejarah Perempuaterj. Burhan W. dan Kundan D.K (Jakarta:
Cendikia Sentra Muslim, 2001), him. 17-62. Lihat juga sejpegbmpuan di jazirah Arab sebelum
kedatangan Islam, Nasaruddin UmArgumen Kesetaraan Jendé¥akarta: Paramadina, 1999),
him. 91-134. Walaupun dalam Islam posisi perempuagasatihormati, tapi secara realitas tidak
berbeda dengan kondisi perempuan yang “terbelenggu” budaya kpatribat juga Asghar Ali
Engineer,Hak-hak Perempuan dalam IslarfYogyakarta: LSPPA, 2000), him. 29. Dalam Islam
perempuan merupakan salah satu persoalan krusial dengan perdellata tajam seputar
perempuan dalam al-Quran. Ada dua pendapat mengenai hgeitama golongan yang
menganggap bahwa status dan kedudukan perempuan saat insssidahdengan ajaran Islam,
karena golongan ini sangat diuntungkan oleh sistem dantwstrifubungan laki-laki dan
perempuan yang ada, dan berusaha untuk melanggengk&edya, golongan ini menganggap
bahwa perempuan Islam saat ini masih berada pada posissgagat diskriminatif, karena tidak
sesuai dengan prinsip keadilan gender dan Islam. Lihat, M&asjiin, “Posisi Perempuan dalam
Islam”, dalam Jurnal tarjih dan Pemikiran IslaWanita dalam Perspektif IslarfYogyakarta:
Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhamiadadiy), him. 22.



Perdebatan mengenai boleh tidaknya perempuan memioaik dalam
ruang publik maupun privat, merupakan salah-satcama yang sering diusung
dalam kesetaraan gender. Hal ini tidak mengherankeiihat dalam tilikan
sejarahnya perempuan kerapkali dijadikan bahanepetdf dan perebutan
dalam wilayah politik, namun hak-haknya justru sgrierabaikan. Sehingga
perdebatan tersebut tidak pernah akan tuntas dalu $serkurung dalam bentuk
ideologis-normatif yang selalu membawa justifikagiama, sebuah ironi yang
sangat menyedihkan mengingat gerak perempuan me@mpeealitas-historis
yang tak terbantahkan.

Dalam konteks Indonesia, titik tolak sejarah kelkdtag perempuan
diyakini terjadi pada tahun 1921. Setelah itu, kaperempuan kemudian
melangkah memasuki periode demi priode dalam babakejarah, dari
perjuangan melawan kolonialisme sampai akhirnya oedia meraih

kemerdekaan. Ironisnya, kemerdekaan politik untakgsa dan negara tersebut

2 Meskipun tema yang dibicarakan adalah mengenai hak-hakawamislim; nikah,
Mabhar, dan lain-sebagainya, yangtabenewilayah perempun. Namun perempuan sendiri lebih
sering diposisikan sebagai objek bukan subjek itu sendiri. Lisgh#@ Ali Engineerlslam dan
Teologi PembebasafYogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him. 235. Daandaélitasnya praktik
poligami yang kerap merugikan kaum perempuan masih baeyakli dan ditemukan dimana-
mana, tradisi yang telah ada sebelum kedatangan Islapadai awalnya memperbolehkan laki-
laki menikahi perempuan tanpa batas syarat yang jelagkettatangan Islam kemudian merubah
tradisi tersebut bahwa poligami hanya boleh dibatasi empat d@mglenga syarat yang ketat
sang suami harus bisa bersikap adil menurut Islam, sehiigdakeliru jika kemudian dikatakan
bahwa Islam sebenarnya menggugat praktik poligami bukan naekaaj poligami. Lihat,
Keputusan Muktamar, Munas dan Konbalkamul Fugoha: Solusi Problematika Hukum Islam
(Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Tinkerjasama dengan Diantama, 2005),
him. 649.

% Perdebatan tentang hak-hak politik perempuan terbagi dajanpéindapatpertama;
pendapat konservatif yang menyatakan bahwa perempuan tidalkesipekan terjun dalam
politik., kedua; pendapat liberal-progresif yang menyatakan bahwa Iskssjak awal
memperkenankan perempuan dalam bidang pokékiga; pendapat apologetis yang menyatakan
ada bagian wilayah politik tertentu yang sama sekali tidglamah oleh perempuan, menurut
pendapat kelompok ini wilayah politik perempuan adalah menjadiSkdangkan hak politik
perempuan dalam wacana figih kontemporer terbagi menjadi pirdama; pendapat dari
kalangan fundamentaliskedua; perempuan sejajar dengan laki-laki. Laela Ahm&@dmen and
Gender in Islam: Historical Roots of Modern Debéte..), him. 11, dikutip oleh Syafig Hasyim,
Hal-hal yang tak TerpikirkafiBandung: Mizan, 2001), him. 188-195.



belum mampu membentuk tatanan masyarakat yang ns&sikam kaum
perempuan dan laki-laki secara sejéjar.

Gambaran secara umum akan partisipasi perempuam d@kdmain politik
di Indonesia memperlihatkan representasi yang midam berbagai lini
kehidupan politik; baik pengambilan keputusan dgkiat eksekutif, legislatif,
yudikatif, birokrasi pemerintahan, partai politilard kehidupan publik. Maka
tidak mengherankan bila kebijakan yang lahirpunakgr memihak kaum
perempuan. Padahal semestinya jika pengambil kelmjebaik laki-laki maupun
perempuan, sadar akan perlunya kesetaraan gendka, diharapkan kebijakan
yang timpangpun akan bisa dihindarkan, minimaldiikesi.

Sebagai sebuah aktifitas yang berada dalam dorodirkpstudi politik di
Indonesia sangat bias gender. Sinyalemen ini ddipaat misalnya, bagaimana
budaya dan entitas dinaturalisasi, sementara getidak mempertanyakan
berbagai narasi politik di Indonesia. Diskursusdsolitik di Indonesia dalam
enam pendekatarstate-qua-statebureaucratic polity and patrimonial cluster
(negara birokratis dan kelompok patrimoniéklyyeaucratic pluralism(pluralisme
birokratis), bureaucratic-authoritarianismstructuralist approachdanrestricted

pluralis (pluralisme terbata§).

* Ruth Indiah Rahayu, “ Politik Gender Orde Baru; Tinjauan Gisgesi Perempuan sejak
1980-an” dalam Liza Hadiz (edBerempuan dalam Wacana Politik Orde Baflgkarta: LP3ES,
2004), him. 421-422.

® Ani Sucipto, “Perempuan dan Politik di Indonesia” dalam Mulaslyi Tahir (ed.Jurnal
Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempedisi perdana (Jakarta: PP Muslimat NU dan
Logos, 2000), him 43. Representasi perempuan dalam DPRiRkipg pemilu, dari pemilu 1955-
2004, jumlahnya tidak lebih dari 13 %, lihat http;//www.oedr.id/perempuan/losari,html. Ini
sangat ironis mengingat perempuan adalah penduduk mayoritadodgiesia. Dan representasi
tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan Malaysia dan Sirgapbat juga Nani Soewondo,
Kedudukan Wanita Indonesi@lakarta: Ghalia Indonesia, 1984), him. 160-161.



Dalam kontestasi politik hal yang menarik adalaarge keputusan politik
bahwa perempuan memiliki kesetaraan pada aktiptagik yang dituangkan
sebagai dasar yuridis dalam UUD “Bal ini mendapat respon positif dari partai-
partai politik peserta pemilu termasuk partai ofang pada tahun 1999 pernah
menolak presiden perempuan. Sungguh menakjubkanwabakebijakan
affirmative action30% quota perempuan ini juga diterima tanpa m@sstdan
perdebatan yang berarti bahkan oleh para ulama atganisasi-organisasi
keagamaan garis keras.

Refleksi dari pengalaman sejak tahun 2004 membezbetapa
pembelajaran berhargaPertama mitos sisterhood solidarity (solidaritas
perempuan)Kedua, dibutuhkan akulturasi proses pembelajaran dan keaaa
baru bagi kebijakan afirmatif pada masyarakat baelsingga ada dukungan
kultural bagi gagasan tersebut dan isu ini bukany&gadi komoditas kelas
menengah dan terpelajar di perkotaKetiga perjuangan kebijakan afirmatif
yang seolah-olah diterima publik sebagai isu pereanman harus diperjuangkan
kelompok perempuan sendiri jika ingin berhasil, glenm menegasikan potensi
kekuatan kelompok masyarakat sipil lain, adalafrikeél

Kaum perempuan seharusnya memaksimalkan energikpdéin sosial
untuk kembali menggerakkan isu ini. Politisi perewup diperlukan kontribusi
maksimalnya melalui perjuangan mereka di partaia$ partai, dan pada institusi

politik seperti parlemen. Isu bersama saat ini,aoukuota sebagai tujuan tetapi

® Ini menunjukkanstate oriented sedangkan kajian terhadap masyarakat sipil sangat
sedikit, apalagi studi politik yang menampilkan aktivitagrgmpuan. Simon Philpott,
Meruntuhkan Indonesjderj. Nuruddin dan Uzair (Yogyakarta: LKiS, 2000), hit68-109.

" http://www.rahima.or.id/SR/10-03/Tafsir.htm.

8 http://www.menegpp.go.id/menegpp.php?cat=detail&id=agittat=345.



bagaimana menggunakan kuota dan afirmatif sebagauimen mencapai tujuan
dan merespons persoalan sosial masyarakat.

Muslimat Nahdlatul Ulama merupakan organisasi $okeagamaan
dengan basis perempuan dan telah menjadi primagangi politk untuk
mendulang suara ketika pemilu. Hal ini tidak bisslakkan mengingat Muslimat
NU merupakan ormas perempuan terbesar yang fungsiamya mensuarakan
aspirasi perempuan Nahdlatul Ulama. Tepatnya keddmperempuan NU,
sehingga mau tidak mau harus berpacu untuk turta salam berbagai bidang,
tidak hanya sosial keagamaan tapi juga merembedokeain politik. Hal ini
sangat wajar mengingat jika tidak berperan aktih dserpartisipasi dalam
dinamika politik bangsa, maka Muslimat NU hanyaralamanfaatkan oleh pihak
yang mengeksploitasi potensi Muslimat NU sekeddragai lumbung suara.
Muslimat NU juga berpotensi disingkirkan ketika gikidak mampu bersaing
dalam domain penentu kebijakan di tingkat biroknaupun partai politik.

Diperkirakan Jumlah anggota Muslimat NU mencapaij@i anggota
yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebuah organisng telah memiliki
kemapanan dengan 31 wilayah, 413 cabang ditingkatipaten/kota, 4.750 anak
cabang di tingkat kecamatan, serta ribuan rantinipgkat desa atau kelurahan.
Belum lagi jumlah panti asuhan, TPQ/TPA, TK, pelama kesehatan, koperasi,
kelompok bimbingan haji dan balai latihan kerjagaikelola oleh Muslimat NU.
Hal ini membuktikan bahwa Muslimat NU termasuk eongasi perempuan yang

besar dan patut diperhitungkan.

® PP Muslimat NU Laporan Pertanggungjawaba(lakarta: Panitia kongres Muslimat
XV NU, 2006), him. 5.



Kendati demikian, eksistensi Muslimat NU yang pstahtersebut akan
menjadi sia-sia di wilayah politik ketika tidak dikling dengan partisipasi politik
para pengurusnya, sehingga ini menimbulkan sebuattargyaan mengapa
kekuatan yang besar tersebut begitu kecil peramamalam kancah politik
nasional?, Bagaimana keterlibatan Muslimat NU gpobtik nasional?, serta
bagaimana partisipasi politik kader Muslimat NUataldomain politik?.

Maka penelitian ini mengambil objek partisipasi gamus pusat Muslimat
NU. Mengapa pengurus pusat?, karena pengurus pesapakarpolicy maker
dan keputusan atau kebijakannya akan dijadikanraoleh pimpinan wilayah,
pimpinan cabang, pimpinan anak cabang dan penganttng. Hal ini akan
mempunyai implikasi yang sangat besar bagi MusliNldtdi seluruh Indonesia.
Sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh Muslimat N&lam domain politik
merupakan upaya pemberdayaan politk peremfuagang diantara
perjuangannya dengan melahirkan kebijakan yang dsahat baik bagi

jam’iyyah Muslimat NU pada khususnya dan seluruh perempada pmumnya.

. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang akan dicari jawabannyamdatsis ini,
terumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana kontestasi kader Muslimat NU dalam dorpalitik?

2. Bagaimana partisipasi politik pengurus pusat MuaslidU periode 2006-20117?

10 Beberapa upaya pemberdayaan politik wanita diantargeysma;Perbaikan kondisi
sosial, budaya, ekonomi, dan politk yang menjamin proses penamgkaéranan wanita
menyangkut persamaan hak dengan gedua;Penciptaan yang kondusif bagi peranan wanita.,
ketiga; pendekatan baru yang mampu mendongkrak kultur dan struktgrsgangat patriarki.,
keempat;Memberlakukan kebijakan yang lebih peka gender. Lebih lengkapKihofifah Indar
Parawansa “ Peluang dan kendala perempuan di sektor puliik/pddlam Jadul Maula (Ed.),
Otonomi Perempuan Menabrak OrtodoKgogyakarta: LKPSM, 1999), him. 12-13.



C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Dengan judul “Kontestasi Muslimat NU dalam Dom&ialitik (Studi
atas Partisipasi Politik Pengurus Pusat Muslimat pddiode 2006-2011)”,
penelitian ini memiliki dua tujuan pokolertama Untuk mengetahui lebih
jauh posisi Muslimat NU dalam konstelasi politiksienal. Kedug Untuk
mengetahui implementasi posisi Muslimat NU dengantigipasi politiknya.
2. Kegunaan
Kegunaan penelitian ini adalapertama memberikan kontribusi bagi
pemikiran politik dalam IslamKedua,memberikan kontribusi pada berbagai
pihak dalam mengimplementasi kebijakannya dengalaktitendensius.
Sehingga mayarakat lebih mengetahui eksistensin@@si perempuan,
sekaligus menghapustereotif negatif tentang perempuan yang mampu

beraktualisasi.

D. Tela'ah Pustaka
Penelitian terhadap Muslimat Nbdalam domain dakwah, telah menarik
beberapa kalangan untuk dijadikan objek peneligannDiantaranya Sri
Nurhayati yang meneliti tentang pelaksanaan dakeah Muslimat NU ranting
Desa Jeruk Agung kecamatan Srumbung Kabupaten Blagelang membahas
bagaimana kegiatan Muslimat NU serta dampak dabdgai kegiatan seperti

pengajian terhadap masyarakafgus Salim meneliti tentang problem dakwah

" NU sebagai objek penelitian sudah sangat banyak, sedangkemtkafiadap Muslimat
NU masih sangat terbatas. Lihat Asrorun Niam Soleh dan Sutgtéoni,Kaum Muda NU dalam
Lintas Sejarah(Jakarta: ELSAF, 2003).



Muslimat NU Ranting Karang Paningal Lakbok Kabupat€iamis, yang

memaparkan aktivitas serta problem internal dareekal™> Namun mengenai
kontestasi Muslimat NU dalam domain politik, maséiatif sedikit. Padahal,
secara aktif pimpinan Muslimat NU baik ditingkat, RN, dan PC telah lama
terlibat dalam pentas politik. Walaupun Muslimat Ri¢rupakan bagian dari NU
yang merupakan organisasi masyarakat bukan orgamsditik. Tapi dengan
keterlibatan yang terstruktur dari para aktivis Muoat NU dalam politik

sebenarnya sangat membantu eksistensi Muslimat @&idirs dalam berbagai
kancabh.

Berbagai penelitian yang pernah dilakukan terhadaplimat NU dalam
domain politik, diantaranya adalah penelitian yadigakukan oleh Tuty
Alawiyah* yang meneliti keterlibatan tokoh Pimpinan Cabangshat NU
kabupaten Indramayu dalam PKB. Hasil penelitiangydilekukan ditulis dalam
bentuk skripsi tersebut merupakan studi lapangastapl penelitian tersebut
masih berkutat pada perdebatan ulama tentang Hakpbétik perempuan.
Sedangkan penelitian terhadap PP Muslimat belum ada

Maka Peneliti dapat dikatakan sebadaunding father dalam hal
penelitian mengenai kontestasi Muslimat NU dalarmaio politik; studi atas

partisipasi  politik pengurus pusat Muslimat NU.ifenulis juga berharap

2 Sri Nurhayati,Pelaksanaan Dakwah oleh Muslimat NU Ranting Desa Jeruk Agung
kecamatan Srumbung Magelan®jogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Skrupsi fakultas Dakwah
KPI, 2002)

13 Agus SalimProblem Dakwah Muslimat NU Ranting Karang Paningal Lakbok Ciamis,
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Skripsi Fakultas DakwéRl, 2002)

 Tuty Alawiyah, Keterlibatan Tokoh Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten
Indramayu dalam PKB(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Skripsi Fakultas SgfariJinayah
Siasyah, 1997)



penelitian ini mampu menjadivant gardebagi peneliti lain yang memiliki minat
untuk memperluas cakrawala pengetahuannya dalatekNuslimat NU.
. Kerangka Teori

Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan kerangkd tentang Muslimat
NU sebagai organisasi’kelompok kepentingan, gerad@sial dan partisipasi
politik kadernya.

Tesis ini berjudul Kontestasi Muslimat NU dalamrbain Politik (Studi
atas Partisipasi Politik Pengurus Pusat Muslimét période 2006-2011). Arti
kontestasi adalah kontroversi; debsaSedangkan kontroversi sendiri memiliki
arti perdebatan, persengketaan, pertentaffgdinslimat NU disini dilihat sebagai
sebuah institusi/organisasi sosial yang merupakagiah gerakan sosial di
Indonesia, baik sebagai gerakan sosial keagamaapunaebagai gerakan sosial
perempuan. Domain yang dimaksud pada tesis inahdailayah; daerah; ranah
bukan domain dalam arti naMa Domain politik meliputi eksistensinya di
lembaga politik. Mengingat secara institusi MuslinNlJ dengan tegas akan
berada di garda paling depan dalam perjuangan manmdegara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan yang dimaksuattisipasi politik
pengurus pusat Muslimat NU adalah pengurus MuslMtatsecara individu yang
terlibat secara langsung maupun tidak langsungrdalgayah politik. Data utama
dalam penggalian informasi tentang kader Muslimét dibatasi dari pengurus

periode 2006-2011.

15 Depatemen Pendidikan Nasionéhmus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasisi
keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), him.729

% pid., him.730.

7 bid., him. 339.



Ada tiga unsur pokok untuk mengetahui sebuah osgahipertama
adanya sekelompok oraﬁfbkedua adanya kerjasama d&etiga orang yang
bekerjasama itu memiliki tujuan. Maka dengan diketaya tiga unsur tersebut
maka akan diketahui berapa besar pengaruh bagy-orang yang bekerjasama
tersebut dalam mengupayakan tujuan bersama.

Definisi kelompok kepentingan memiliki enam substapertama setiap
kelompok kepentingan adalah sekumpulan orang yamgorganisasikan dirinya
atas nama kepentingan tertentdedug adanya kepentingan yang sama,
menyatukan sekelompok orang untuk bergabung membenmganisasi dengan
nama tertentuketiga, setiap aktivitas kelompok kepentingan selalu aedgngan
denga isu publik yang ditujukan untuk mempengarkeéhijakan pemerintah.
Keempat setiap aktivitas yang dilakukan oleh kelompok émpmgan akan
mengatasnamakan masyarakat, karena fungsinya selzatkulator dan
mengubahnya menjadi tuntutan yang akan ditujukada ppemerintah, atau
melalui partai politik.Kelima; aktivitas kelompok kepentingan tidak ditujukan
untuk memperoleh jabatan publik, tetapi sebagatulepartisipasi politik untuk
mempengaruhi pemerintah atau partai polifleenam kelompok kepentingan
tidak memilki bentuk tunggal, tergantung dari peiden karakteristik

keorganisasian dari kelompok tersefiut.

8 Kultur organisasi merupakan kesepakatan bersama tentangarig dianut bersama
dalam organisasi, dan mengikat semua orang dalam orgateissdiut. Kultur organisasi sangat
penting dalam mengimplementasikan partisipasi ~ organisasi. &pné&a Siagan,Teori
Pengembangan Organisa¢¥ogyakarta: Bina Aksara, 1995), him. 27-31.

19 Abdulsyani,Manajemen Organisas{Jakarta: Bina Aksara, 1987), him. 39
20 |pid., Deden F...., him. 165-166. MarbunKamus Politik (Jakarta: Sinar Harapan,
2005), him. 263. Lihat Mariam Budihardjpasar-Dasar limu Politik(Jakarta: Gramedia, 2005),

him. 162.Interest groupguga merupakan pengawas sekaligus memiliki posisj yalas dalam
melihat fakta yang ada di masyarakat. Andruljtics (New York: Palgrave, 2002), him. 270.
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Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk utarinpedaku kolektif**
Secara formal didefininisikan sebagai suatu kolgkis yang melakukan kegiatan
dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menujangmenolak perubahan
yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yangcalaip kolektifitas itu
sendiri. Gerakan sosial lahir pada mulanya sebsgatu kelompok orang yang
tidak puas terhadap keadaan.

Gerakan sosial secara teoritis adalah sebuah gesaley lahir dari dan
atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut aparubdalam institusi,
kebijakan atau struktur pemerintah. Disini terlihattutan perubahan itu biasanya
karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi derngmteks masyarakat yang
ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehesetsgian rakyat. Karena itu
kekurangan apapun di tubuh pemerintah yang memsjaditan. Gerakan sosial
juga tidak melulu berarti anti pemerintah namuraljigga terkadang bersikap pro
terhadap pemerintah. Hal ini menandakan bahwa seéékmanya gerakan sosial
muncul dari kalangan masyarakat, tetapi bisa jugd hekayasa dari para pejabat
pemerintatf?

Pengertian partisipasi politik menurut Samuel P tithgton adalah sebagai
kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempemggpengambilan

keputusan oleh pemerintdh.Sedangkan menurut Ramlan Surbakti partisipasi

2L perilaku kolektif ¢ollective behavigr merupakan ciri khas dari suatu masyarakat
berkebudayaan kompleks. Perilaku kolektif sendiri meliputilgder kerumunan, perilaku massa
dan gerakan sosial. Lihat, Piotr AztompBasiologi Perubahan Sosjakrj. Alimandan (Jakarta:
Prenada, 2007).

22 Juwono Sudarsono (ed.Pembangunan Politik dan Perubahan Polit{#akarta:
Gramedia, 1976), him. 24-25.

23 samuel P. Huntington dan Joan M. Nels@artisipasi Politik di Negara Berkembang
(Jakarta: Rineka Cipta, 1990), him. 6
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politik adalah kegiatan warga negara biasa dalammpeagaruhi proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum damalkm menentukan
pemimpin pemerintahaf. Kegiatan warga negara biasa ini dibagi menjadi
mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentyl@mbuat dan pelaksana
keputusan politik. Dengan kata lain partisiapsitpomerupakan perilaku politik,
tetapi perilaku politik tidak selalu berupa pagesi politik. Karena perilaku
politik merupakan kegiatan yang berkenaan dengarsegr pembuatan dan
pelaksanaan keputusan polittkPerilaku politik juga merupakan produk sosial
karena tidak dapat dipisahkan dari budaya politiki disa diartikan sebagai sikap
orientas yang khas warga negara terhadap sisteitik pg¢ngan aneka ragam
bagiannya, serta sikap terhadap peranan wargaandigdalam sistem terselfit.
Perilaku politik warga negara dalam bentuk parssppolitik oleh
Milbarth®’ dijelaskan dalam kaitannya dengan empat faktomataertama
sejauh mana orang menerima perangsang politikoBese yang aktif, peka dan
terbuka akan memacu untuk aktif dalam kegiatantipolKedua, karakteristik
pribadi seseorang, kepribadian yang terbukagiable ekstrovert cenderung
melakukan kegiatan politik dibandingkan kepribadigang introvert Ketiga,
karakteristik sosial seseorang, seperti statusls@dionomi, kelompok ras, jenis
kelamin dan termasuk dalam organisasi akan mempgamgpartisipasi politik

seseorangKeempat,keadaan politik atau lingkungan politik tempateseang

24 Ramlan Surbaktilemahami llmu PolitikJakarta: Grasindo, 1992), him 118
%% |bid., him. 131

26 Menurut Almond dan Verba dalam Sudjiono Sastroatmoderilaku Politik
(Semarang: IKIP Semarang Press 1995), him. 12.

27 Milbarth, “Political Participation”, dalam Michel Riasdan Philip Althof,Pengantar
Sosiologi Politik(Jakarta: Rajawali, 1989), him. 167.

12



dapat menemukan dirinya.seperti proses perencamesgambilan keputusan,
penegakkan keputusan, penyampaian pendapat, peangajuntutan, dan
partisipasi warga negara.

Kegiatan yang bisa dikategoriakan dalam partispagiitik adalah
pertama partisipasi politik yang dimaksudkan berupa k&giaatau perilaku luar
individu adalah warga negara yang dapat diamatkabuberupa sikap atau
oreintasi. Karena sikap atau orientasi individuakidselalu termanifestasikan
dalam perilakunya.Kedua kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi
pemerintah selaku pembuat dan keputusan politiiga, kegiatan yang berhasil
maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah; bajkaten yang dilakukan
atas kesadaran sendiri maupun kegiatan yang #aakberadasarkan desakan,
manipulasi, dan paksaan dari pihak lain (mobilisakieempat kegiatan
mempengaruhi pemerintah dilakukan secara langsiangg perantara) maupun
tidak langsung (menggunakan perantar&elima kegiatan mempengaruhi
pemerintah dilakukan melalui prosedur konvensiaaal tanpa kekerasan seperti
ikut pemilihan umum atau melalui prosedur non-kaersienal dan kekarasan,
seperti demonstra&f.

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadiisgmasi aktif dan
partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah menkgaju usul mengenai suatu
kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakanngagukan kritik, membayar
pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebabkpgrtisipasi pasif berupa
kegiatan mentaati pemerintah, menerima dan melaksansaja setiap keputusan

pemerintah. Dengan kata lain partisipasi politiktifakerarti kegiatan yang

28 Ramlan Surbaktivemahami.,.him 141-142.
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berorientasi pada prosagput danoutput sedangkan partisipasi pasif merupakan
keiatan yang berorientasiitput®

Sementara itu Milbrath dan Goel membedakan paassipolitik menjadi
empat kategori,pertama apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasn da
menarik diri dari proses politikKedua spektator, adalah orang yang setidak-
tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umugetiga gladiator, artinya
mereka aktif terlibat dalam proses politik, yaknonmkunikator, spesialis
mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai d&ernpe kampanye dan aktivis
masyarakat. Keempat pengkritik, yakni dalam bentuk partisipasi
nonkonvensional’

Sedangkan menurut Olsen partisipasi sebagai dimegasia stratifikasi
sosial. Dia membaginya menjadi enam lapisan yasmgpmpin politik, aktivis
politik, komunikator (orang yang menerima dan mengaikan ide-ide, sikap,
dan informasi politik lainnya kepada orang laingrga negara, marginal (orang
yang jarang melakukan kontak dengan sistem pqliti#n orang yang
terisolasikan(orang yang jarang melakukan partsipalitik).

Partisipasi politik dapat pula dikategorikan best&an jumlah pelaku
yakni individual dan kolektif. Maksudnya seseorarang menulis surat berisi
tuntutan atau keluhan pada pemerintah atau kalek¢ilangkan yang dimaksud
kolektif adalah kegiatan waraga negara yang sessaemtak untuk mempengaruhi
penguasa. Partisipasi kolektif dibedakan menjadivkasional(seperti kegiatan

pemilihan umum) dan tidak konvensional (agresipest pemogokan yang tidak

Pbid., him. 142

%0 Lester Milbarth dan M.L. GoelPolitical Participation (Chicago: Rand McNally
College Publishing, 1977) dalaltid., him 143.
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sah). Partisipasi tidak konvensional dibedakan adirjua yaitu aksi yang kuat
dan aksi yang lemah, aksi ini tidak menunjukant $itek atau buruk. Dalam hal
ini kegiatan politik dapat dikategorikan kuat apabmemenuhi tiga kondisi

berikut; bersifat anti rezim dalam arti melanggargburan mengenai partisipasi
politik normal, mampu mengganggu fungsi pemerintaldan harus merupakan
kegiatan yang dilakukan oleh non éfit.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnyatigipasi politik
seseorang adalah kesadaran politik dan kepercdyegzada pemerintah (sistem
politik). Berdasarkan tinggi rendahnya kedua hailsdbut Paige membagi
partisipasi politik menjadi empat tipe: pertamaalsfa seseorang memiliki
kesadaran politik dan kepercayaan politik yangdirkepada maka partisipasi
politiknya cenderung aktiKedug jika seseorang memiliki kesadaran politik dan
kepercayaan poltik yang rendah kepada pemerintéta mpartisipasi politiknya
cenderung pasif-tertekan(apati®etiga, berupa militan radikal, yakni apabila
kesadarn politik tinggi tapi kepercayaan kepadmgrentah rendahKeempat,
apabila kesadaran politik sangat rendah tetapirkagaan politik sangat tinggi
maka disebut tidak aktif (pasifj.

Kedua faktor tersebut tidak berdiri sendiri, artéirtinggi rendahnya kedua
faktor tersebut dipengaruhi olah faktor lain sepstdtus sosial, status ekonomi,
afiliasi politik, dan pengalaman berorganisasi. tfufan faktor satus sosial, status
ekonomi, afiliasi politik, dan pengalaman organisdgelompokkan dalam

variabel pengaruh, faktor kesadaran dan kepercayagada pemeirintah

%1 Douglas A. Hibb, JrMass Political ViolencéNew York: Wiley, 1978), him 7lbid.,
him. 143.
%2 bid, him. 144
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dikategorikan sebagai variabel antara, lalu padisi politik dikategorikan
sebagai variabel terpengaruh atau variabel depefiden

Tiga unsur utama dalam proses pengambilan keputadatah jumlah
orang yang ikut mengambil keputusan, peraturan peatab keputusan atau
formula pengambilan keputusan dan informasi. Rpass yang akan ditempuh
dalam proses pembuatan keputusan bergantung kepgaldmgkapan dan
keakuratan informasi yang tersedia. Bentuk keputysaitik (kebijakan umum)
mempunyai ruang lingkup dan pengaruh yang berbdhijakan umum yang
mampu menimbulkan perubahan mendasar dan menyetliseafbut kebijakan
komprehensjfsedangkan kebijakan umum yang menimbulkan padaut@an
dan pinggiran permasalahan saja disebut keputasasmental(marjinal/tambal

sulam)*

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologiilot! dengan metode
behavioral® dan institusionai’ karena mempelajariles® yang dihasilkan dari

sebuah organisasiterest group® Secara teoritik,interest group berusaha

33 bid, him. 145
34 1bid., him. 189-200.

% Sosiologi politik sebagai penyelidikan melihat keterkaismtara masalah politik dan
masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik,.Lihat Michael Rush dan Philip Althop,
Pengantar Sosiologi Politiklakarta:RajaGrafindo Persada, 2002), him. 291.

% pendekatan behavioralisme menyatakan bahwa individulah yacaras aktual
melakukan kegiatan politik. Ramlan Surbaktemahami limu Politikhim. 131.

%" R. A. W. Rhodes, "The Institutional Approach” dalam DaMiarsh dan Gerry Stoker
(ed.), Theory and Methods in Political Scienfleondon: Mcmillan Press, LTD, 1995), him. 42-
43.

*% Ibid, him. 10.
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mempengaruhi kebijaksanaan tanpa benar-benar mérgémnggung jawab

untuk kekuasaaff. Esensi dari penelitian ini adalah untuk mengetalauiisipasi

politik pengurus pusat Muslimat NU periode 2006-201

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitpenelitian yang

bertujuan pokok untuk menerangkan adanya atau apg gda sekarartg.
Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkdn masalah atau keadaan
atau peristiwva sebagaimana adanya sehingga beusifiak mengungkapkan
fact finding Akan tetapi guna mendapatkan manfaat yang lamls maka
akan digunakan interpretasi yang adeK@atJika melihat dari judul besar
objek penelitian ini maka menggunakan pendekatssitusional Data yang
dihimpun dari pendekatan institusional ini akanatigorikan menjadi empat;

pertama;kondisi fasilitas lembag&edua;Karakteristik kemampuan personal,

39 B. Guy Petterslnstitutional Theory in Political Sciencg.ondon: Continuum, 2001),
him. 112-116. David Truman mengklasifikasikan konsep kelompok diesjapat; kelompok
kategori, kelompok interaksi, kelompok institusional, dan kelaknpotensial. David Truman,
The Governmental Process: Political Interests and Publik Opifidlew York: Knopf, 1971),
him. 23-25 dikutip oleh Mary Grisez Kweit dan Robert W. éitwKonsep dan Metode Analisa
Politik, terj. Ratnawati (Jakarta: Bina Aksara, 1986), him-1453.

% David E. Apter,Pengantar Analisa Politikterj. Setiawan Abadi (Jakarta: LP3ES,
1987), him. 156. Setiap sistem politik memiliki mekargspembuatan kebijakan publik. Terutama
bagi sistem politik yang memperhatikan aspek “keinginakyat”’, maka keberadaan sebuah
kelompok masyarakat yang mengatasnamakan suatau kepentimgakhysus dan eksis dengan
sendirinya. Eksistensi ini sifatnya natural, karena kepgati marupakan bagian dari proses hidup
manusia. Kelompok kepentingan berbeda dengan partai pdlitkjs, nature of membership,
almost unlimited numbelLihat Deden Faturrahman dan Wawan SoliReingantar ilmu Politik
(Malang: Penerbitan Universtas Muhammadiyah Malang, 200#)163-168

4l Lexy J. MaleongMetodologi Penelitian KualitatiiBandung: Remaja Rosdakarya,
1991), him. 125. Penelitian deskriptif dimaksusdkan untuk elaglatan klarifikasi mengenai
suatu fenomena sosial. Sanapiah Faisarmat-Format Penelitian Sosial(Jakarta: Raja
Grafindo, 2007), him, 20

42 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang SosiglYogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1998), him. 31.
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ketiga; Struktur lembagakeempatproses dan mekanisme ketj&Sedangkan
pendekatan behavioral dilakukan karena peneliinmiembahas partisispasi
politik yang notabene merupakan bagian dari parilaélitik kader Muslimat

NU.

. Pemilihan Lokasi

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalahPegadegan
Timur Raya No. 2 Pancoran Jakarta Selatan 1277Radioyang dipilih
merupakan kantor pengurus pusat Muslimat NU, tetdplam pelaksanaan

interviewdengan elite Muslimat NU diadakan ditempat yarsgsliaikan.

. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalamneliian ini
meliputi:

a. Interview bebas terpimpin; di dalam pedoman inemyang dipersiapkan
pokok-pokok penting yang akan ditanyakan. Pokdkeggertanyaan itu
disusun sesuai dengan data yang diperlukan, kemuulierviewer dapat
melakukannya secara bebas, sehingga setiap infodapat digali secara
maksimal sesuai dengan keperldaninterviewer akan melakukan
interview dengan pengurus pusat Muslimat NU yandibtt dalam

domain politik dan telah ditentukan sebagai respand

4% bid., him. 66.

44 1bid., him. 116.
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b. Observasi: pengamatan secara sistematik terhadata gang tampak
pada objek penelitian, baik observasi langsung maipak langsung?

c. Telaah Dokumenter: metode pengumpulan data ini ndigan untuk
mengumpulkan data mengenai objek penelitian.

d. Telaah Kepustakaan: metode ini digunakan untuk neeobgh bahan
bahan informasi bacaan atau referensi yang berkai@ngan objek
penelitian yang dibahas.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul dgsemelitian ini,
penulis menggunakan metode kualitatif. Karena objegnelitian ini
mempelajari pandangan subjek penelitian, Mendapfidrmasi rinci dari
beberapa orang atau tempat, dan menggeneralisasiteeri berdasar
prespektif subjek® Dalam penelitian kualitatif, pada awalnya belunpata
direncanakan desain yang terinci, lengkap dan,pgstig menjadi pegangan
selanjutnya selama penelitian. Oleh sebab itu,bedda langkah-langkah
yang jelas, yang dapat diikuti dari awal sampaiirakkperti halnya pada
penelitian kuantitatif bahkan masalah yang akaendikan pun tidak dapat
dirumuskan dengan jelas dan tegas.

Metode penelitian kualitatif ini berlandaskan padsendekatan

rasionalisme dalam menyusun kerangka teori dan reemtekna terhadap

45 hid., him. 100.

4 Creswell, J. W, Educational Research; Planing Conducting, and Evaluating
Quantitative and Qualitative ReseardNew Jersy: Merrill Prentice Hall, 2002), him. 51. Diku
oleh Asmadi AlsaPendekatan Kuantitatif dan Kualitat{fyogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),
him. 62.
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hasil penelitian. Sedangkan tata pikirnya, mengianaata pikir reflektif'’

Tata pikir ini disebut juga dengan skema hipoteklrena kebenarannya
masih dipandang perlu untuk diuji-maknakan lagigaluisebut deduktif
karena konstruksinya tidak berasal dari sesuatg yeensifat empirik, tetapi
berangkat dari alam pikir atau kemampuan akal mahusia untuk mencoba
membangun suatu abstraksi, teori, simplifikasi @kgalisasi dunia manusia,
dan juga disebut tentatif karena konseptualisasiukle tersebut masih
membuka kemungkinan pilihan terhadap nilai laimg/aecara reflektif harus

diuji maknakan lagf?

G. Sistematika Pembahasan

Agar Penelitian ini mengarah pada tujuan yang diplean, maka akan
disusun sistematika. Sistematika penulisan iniitieddri lima bab, yang masing-
masing membicarakan hal yang berbeda, namun saleqiliki keterkaitan.
Secara rinci pembahasan masing-masing bab teradalath sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang dimaksudkan umh@mberikan
gambaran menyeluruh objek kajian secara ringkabBagse pengantar untuk
mengikuti uraian pokok dalam penelitian ini. Pad# bni akan dimuat juga
pembahasan mengenai latar belakang masalah, runmaaalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, tela’ah pustaka, kerangka, teetodologi penelitian, dan

sistematika pembahasan.

4" Noeng Muhadijir Metodologi Penelitian KualitatifYogyakarta; Rake Sarasin, 1992),
him. 26. Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukan maknakriggss, penjernihan dan
penempatan data pada konteksnyamasing-masing, dan sermgkatiskannya dalam kata-kata
bukan dalam angka-angka. Sanapiah Fdisainat-Format...., him. 256.

“8bid., him. 25.
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Bab dua akan membicarakan akar historisitas MusIdth yang diawali
dengan sejarah proses masuknya Islam ke Indongsieeologis terbentuknya
Nahdlatul Ulama, historisitas lahirnya Muslimat Neserta watak ideologis yang
melingkupinya.

Sedangkan bab tiga akan mengupas posisi Muslimas@ébidgai sebuah
gerakan sosial, yang akan dimulai dengan konsempkiasi sebagai iklim yang
memungkinkan tumbuhnya gerakan sosial, makna geras@sial beserta
sejarahnya, varian serta tipologi gerakan sosial dakhiri dengan kiprah
Muslimat NU dalam fungsinya sebagai organisasilgeraosial.

Bab empat membahas tentang partisipasi politiklikhas NU yang akan
membedah meliputi partisipasi politik, tipologi psipasi politik, partisipasi
politik perempuan, partisipasi poltik Muslimat NUlikan sejarahnya, hingga
partisipasi politik pengurus pusat Muslimat NU pde 2006-2011.

Sedangkan bab lima, yang merupakan bab terakhmn dberisikan
kesimpulan peneliti setelah melakukan pengkajiahatdap partisipasi politik
Muslimat NU. bab ini juga berisikan saran-sarani @aneliti berikutnya yang

juga memiliki ketertarikan pada Muslimat NU sebagfgjek penelitian.
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Politik dan Muslimat Nahdlatul Ulama merupakan dua entitas yang
berlainan, sebagai sebuah organisasi sosial perempuan berbasis keagamaan
Muslimat NU jelas tidak memprioritaskan politik sebagai hal yang utama dalam
program-programnya. Kendati demikian, aroma politik yang kental menyengat
dapat tercium ke sudut-sudut basis masyarakat anggotanya.

Hal ini dapat dimafhumi mengingat sebagai organisasi dengan basis massa
yang sangat besar Muslimat NU menebarkan wangi bagi siapapun yang berhasrat
dengan kekuasaan dalam system demokras yang mensyaratkan dukungan
mayoritas dari para konstituennya. Sehingga anggotanya yang besar jelas menarik
Siapapun yang ingin mereguk kemenangan.

Selain itu, sebagai sebuah organisasi perempuan keberadaan Muslimat NU
dianggap memiliki soliditas yang lebih tinggi tinimbang lembaga induknya sendiri
yakni Nahdlatul Ulama. Hal ini karena adanya persamaan ikatan emosional antara
perempuan, namun juga disebabkan oleh adanya kesamaan nasib sebagai kaum
yang sering termarjinalkan dalam ranah publik.

Dari penelitian yang penulis lakukan mengenai Muslimat NU baik sebagai
gerakan sosal maupun kaitan pengurus pusatnya dengan area politik, maka dapat

disimpulkan dua hal:
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Pertama, sebagai sebuah gerakan sosid yang memiliki basis masa yang
signifikan, posiss Muslimat NU memiliki peran yang sangat besar sebagai sebuah
organisas yang khusus mengurusi kaum perempuan ini. Kepeduliannya atas isu-
isu perempuan terlihat dalam beberapa program yang dicanangkan sebagai
langkah strategis yang tertuang dalam laporan pertanggungjawabannya sebagai
sebuah organisasi sosial. Hal ini tidak sgja menguntungkan bagi Muslimat NU
maupun NU sendiri sebagai induk organisasi, namun juga pemerintah yang
notabene banyak memiliki kesamaan visi dan misi dalam memajukan rakyatnya.
Dengan demikian keberadaan Muslimat NU sebagai organisasi social keagamaan
dengan basisi kaum perempuan jelas memiliki peran signifikan dalam hal
pemberdayaan kaum perempuan dan anak-anak. Terbukti dengan banyaknya
kerjasama yang dijalin antara Muslimat NU dengan berbagai lembaga dan

Departemen negara.

Kedua, Sebagal sebuah organisasi wanita yang menjadi badan otonom
langsung Nahdlatul Ulama, ternyata Muslimat NU mampu bersikap mandiri
dalam hal keberpihakan mereka terhadap sebuah partai politik. Sikap ini
cenderung oportunistik namun sangat realistik dengan menekankan pada
kontribusi partai tersebut terhadap kepentingan warga muslimat NU, bukan
semata berdasarkan watak ideologis layaknya organisas masyarakat yang
memiliki tradis keagamaan yang kental. Akibatnya tidak jarang terjadi perbedaan
afilias politik antara pengurus pusat Muslimat NU dengan pengurus wilayah
maupun pengurus cabang hingga rantingnya, bahkan perbedaan selera partai

tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan antar pengurus pusat
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sendiri. Namun terbukti, hal tersebut tidak mempengaruhi keharmonisan
hubungan yang telah terjalin baik di tingkat pengurus pusat maupun pengurus
wilayah dan cabang. Fenomena ini seakan menegaskan bahwa Muslimat NU,
memiliki kedewasaan dalam politik yang jarang dijumpai dalam organisas
masyarakat lain. Keistimewaan tersebut bertolak belakang dengan asums
kebanyakan orang mengenai stereotip komunitas perempuan-santri-pedesaan,
basis utama kalangan Muslimat NU (nahdliyyin). Partisipasi pengurus pusat
Musimat NU menunjukkan bentuk pertanggungjawabannya sebagai warga
negara dan menumbuhkan sikap politik yang cenderung fleksibel. Ini sangat
diwarnai oleh paradigma Nahdlatul Ulama, induk organisasi muslimat NU, yang

bercorak Aswaja dengan sikap moderat sebagai |andasan berpikir mereka.

. Saran-saran

Dengan menilik hasil yang didapat dari kajian atas Strategi Politik
Pengurus Muslimat NU periode 2006-2011 yang telah dilakukan, maka penulis
memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, rentang yang panjang sgjarah berdirinya Muslimat NU sangat
memungkinkan bagi para peneliti lain untuk mengkaji kiprah politik Pengurus
Musimat NU dalam periode kepengurusan yang berbeda. Mengingat penulis
hanya memfokuskan pada peride 2006-2011 yang identik di bawah
kepemimpinan tokoh Muslimat NU yang sangat menarik, Khofifah Indar
Parawangsa. Selain itu, masa ini dianggap cukup menarik meneliti Muslimat NU
mengingat NU sebagai organisasi induk Muslimat sendiri tengah menghadapi

cobaan berat dengan perpecahan dikantong-kantong massanya yang tersedot
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dalam berbagai partai politik. kepada dua partai politik yaitu Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selebihnya hanya
tersebar ke dalam partai-partai kecil maupun besar yang telah mapan.

Namun langkah lebih redlistic lagi jika Pengurus Pusat Muslimat NU
melalukan pendidikan politik perempuan, dalam hal untuk kader Muslimat NU
pada tiap tingkatan, mengingat pergolakan dan pergesekan politik ditingkat daerah
juga sangat kental.

Kedua, sebagai organisasi yang besar baik ditilik dari jumlah anggota
maupun wilayah penyebaran dan bidang garapannya yang membentang,
sebenarnya tanggungjawab pada masyarakat bisa melakukan kerjasama dengan
berbagi pihak. Banyak terdapat aspek-aspek dari Muslimat NU yang masih sangat
layak untuk dijadikan bahan riset yang lebih serius. Mengingat sangat sedikit
sekali kajian/penelitian tentang Muslimat NU dan kajian dalam politik merupakan
bagian luar dari Muslimat NU secara institusi.

Ketiga, meskipun karya ini merupakan usaha maksimal dari penulis yang
memakan waktu yang relatif panjang dan lama. Walaupun pada prinsipnya
seharusnya dapat diselesaikan jauh lebih cepat dari yang selamaini terjadi. Hal ini
juga membuat penulisan penelitian ini tertidur dalam waktu yang cukup panjang,
sehingga merupakan sebuah kewajaran apabila kekurangan pasti dapat ditemukan
disana-sini, meskipun hal tersebut tidak secara substansial. Meski demikian,
bukan berarti karya ini merupakan hasil final dari yang penulis inginkan, sehingga
penulis berencana untuk lebih memperdalam lagi tema sgjenis dalam sebuah

penelitian ilmiah, kalau Tuhan mengijinkan, Insya Allah.
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